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a.

1.

DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020
GUBERNUR LAMPUNG,

bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 315 Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Pasal 181 Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah dan Pasal 111 Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21
Tahun 2011, Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan
Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, perlu dievaluasi agar tidak bertentangan dengan
kepentingan umum, peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi, RKPD, KUA, PPAS, dan RPJMD;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Gubernur
tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan
Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020,

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);



10.

2.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014  tentang
Pemerintahan Daernh (Lembaran  Negarn  Republik
Indonesin Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lLembaran
Negnrn Republik Indonenin Nomor 5587) nehagnimana telah
diubah bebernpa  knll ternkhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indoncsia Nomor 5679),

Pernturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pedomun Pembinnan dan Pengawasan Penyelenggnraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 604 1);

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara
Republik: Indonesin Nomor 6178);

Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang
Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur scbagai Wakil
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6224);

Peraturan Pemernintah Noraor 12 Tahun 2019 tentang
Pengclolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam HNegeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang  Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
scbagaimana iclah diubah beberapa kali terakhir dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007
tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan
Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
lelah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

36 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 525);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018
tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).
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MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG  HASIL EVALUASI
RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABU PATEN MESUJI
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MESUJI  TENTANG PENJABARAN
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020.

Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji
entang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahnr Anggaran 2020 sebagaimana tercantum
dalam Lampiran RKeputusan ini yang merupakan bagian yang
tidak terpisuhkan dari Keputusan ini.

Bupati bersama DPRD secgera melakukan penyempumaan dan
penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten
Mcsuji tentang Pervbahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati
Mesuji teniang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tabun Anggaran 2020 berdasarkan  hasil
evaluasi scbagaimana dimaksud Diktum hesatu paling lambat 7
(tujuh} han sejak diterimanya Keputusan ini.

Dalam hal hasil sviluasi sebagaimana dimuksud Diktum Kedua
tidak ditindaklanjuti o'ch Bupati dan DPRD Kaoupaten Mesuji,
dan Bupati Mesuji menetapkan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaren 2020 menjadi  Peraturan Daerah dan
Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran
Perubal'an Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun
Anggaran 2020 menjadi Peraturan Bupati Mesuji, Gubernur
mengusulkan kepada Menteri Calam Negeri, untuk melakukan
penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji tentang
varybahan Anggaran Pendapatan dan  Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dan Rancanrgan Peraturan Bupati Mesuji tentang
Penjabaran Ferubahan Anggaran Pendapalan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2020 telah discmpurnakan dan
disesuaikan berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud
Diktum Kesatu, Runcangan Peraturan Daerah dan Rancangan
Peraturan Bupati dimaksud dapat ditetapkan menjadi Peraturan
Dacrah dan Pcraturan Bupati setelah mendapatkan Nomor
Register dari Gubermnur,



KELIMA

Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Dacrah Tahun Anggaran 2020 yang telah ditetapkan menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji  tentang  Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020
dan Peraturan Bupati Mesuji tentang Penjabaran Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan Gubernur
Lampung paling lambat 7 (tujuh) hari setelah ditctapkan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan
ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan
dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana
mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal

GUBERNUR LAMPUNG,

¥

ARINAL DJUNAIDI

Tembusan :

1. Menleri Dalam Negeri Republik Indoneata di Jakartia;

2. Kepala Badan Pemenksa Keunngnn Republik Indonesin Perwakilan Provinai Lampung di Bandar Lampung:
. 3. Pimpinan DPRD Kabupaten Meauji ci Drabasan;

4. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung:

S. Kepala Biro Hukum Sekretarint Dacrah Provinsi Lampung di Bandar Lampung.



LALIPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR: Gi/435/V1 02/HK /2020 TANGCAL 30 SEPTEMBER 2020

TENTANG

HASIL FVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
MESUJI TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2020 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPAT! MESU.I TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN  PENDAPATAN DAN  BELANJA DAFRAH  TAHUN

ANTGGARAN 2020

|. KEBIJAKAN UMUM ANGGARAN

a. Pemerintah Kabupaten Meauji tidak konsisten dalam tanhapan penyusunan
angan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun

dokumen Runc
n daerah

Angparan 2020 dengan tahapan penyusunan dokumen perencani
yaitu .enlapat kegatan dalam Dokumen Rancangan Peraturan Daerah

tentang Prerubahan APBD Tahur Anggaran 2020 dan PPAS. namun tidak
wrubahan RRPD yaitu pada Sekretanat Daerah

terdapat dalam Dokumen §
cann dan Organisasi Perangkat Daerah

pade Program Penataan hrelemba
kegiatan Onentasi, Beaos, dan Pendalaman Tupokss Organisasi  kode

rekening (25 01) sebesar Fpos 136 000,00

Progrem dan kegatan tersebut diatas tdak dapat dianggarkan, untuk itu
agar dwlihkan ke program oin keglatan Lun yang lebih prontas sesuai
kewenangan Pemenntah Kebupaten Meau sesum Ketertian Pasal 17 avat
(2) Undang Undang Nomo: 1/ Tahun 2003 tentang heuangan MNegara, Pasal
25 avat (2) Undang YUndang homor 25 Tahun 2004 tentang  Sistem
Perencanann Pembangunan Masonal Pasal 265 avat (3) Undang-Undang
Momor 23 Tahun 2014 tentang Prmenntahan Daerah, asal B9 Peraturan
Pemenintah Nomor 12 Tahun 2019 tentany Pengelolaan Reuangan Daerah,
Pasal 177 Peraturan Menten Dalam Negen Nomor 860 Tahun 2017 tentang
Tata Cara Perencanaan, Pengenddahan dan Fvaluas Pembangunan Daerah,
Fata Cara  FEvaluast Kancangan  Peraturan Daerah  tentang  Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan
Rencana Pempangunan Jangka Panjang Darerah, Kencana Pembangunan
Jangka Menengih Daerah, dan Rencana Kerja Pemenntah Daerah, serta
Peraturan Menten Dalam Nepgen Nomor 33 Trhun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggarar: Pendapatan dan Belanja [Daerah Tahun Anggaran
2020

b Sesual ketentuan Undang-Undang Homor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan
Pereturan Pemenintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020
tentang Kebnakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistens Keuangan Untuk
Penanganan tandemi Corona Vines Discase 2019 (COVID 19) dan/atau
Dalam Rangka Menghadapr Ancaman Yang Membahayakan Perckonomian
Nasicnal dan/atau Stabilitas Sistern Keuangan Menjadi Undang-Undang,



-

Pemerintah Dacruh diberikan keacnangan ustuk melakuban pengutamaan
penggunaan  alokas:  anggara. untuk krgatan ferienTu grrfm..?ng_
perubahan alokasi, dan pengguaaan Anggaran Pendapatan dan Belanza
Daerah serta memenuhi ketrntuan Keputusar Bersams Memten Dalam
Negern dan Lenten Keuangan Nomor 119/2812/8J) Noemoe
177/KMK.07/2020 tentang P=rc=patan Penyesuaian Anggarun Pr".r.‘.a;nu:
dan Belanja Daeruh Tahun 202C Dalam Rangka Penanganan Corona Vorus
Disease 2019 (CCVID -19), seita Pengamanan Daya Beb Masyarakat dan
Percronomian Nasional. Pemenintah Daerah wajib melakukan penyesuaan
terhadap:

a. Target pendapatan transfer ke daerah dan dana desa berdasarikan
rincian alokari Transfer ke Daerah dan Dana Desa vang ditetapian
dalam Peraturan Menteni Keuangan.

b. Penyesuaian Pendapatan Asli Darrah dengan memperhiungikan potens:
pajak daerah dan retnbus: daerah di masing-masng provinsi da::
kabupaten/kota serta memperhankan perkiaan asums makro, sepeTh
pertumbuhan rasio perpajakan daerah, pertumbuhan ekonom, dan
tingkat infiasi tahun 2020 vang dapat mempengaruh: target pendapalan
pajak dacrzh dan retribusi caerah sebagai akibat din menurunnya
kegiatan perckonomian.

c. Rasionalisasi Belanja Pegawai terutama dilakuken penyesuaian besaran
tambahan penghasilan ASN, mengendalikan/mengurang: honoranum
kegiatan /honoranum pengelola dana BOS. dan/atau
mengendalikan/mengurangi  pembenan uang lembur dengan
mempertimbangkan kebutuhan niil pelak=anaan pekerjaan yang bersiiat
mendesak dan dilakukan secara selektif.

d. Rasionalisasi belanja barang/jasa sekurang-kurangnva sebesar 509
dengan mengurangi anggaran belanja, terutama untuk, antara lain
nerjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah. barang pakai habis
untuk keperluan kantor, cetak dan penggandaan. makanan dan
minuman, serta palet rapat di kantor dan di luar kanter.

e. Rasionalisasi belanja modal sekurang-kurangnyva sebesar 50% dengan
mengurang anggaran belanja, terutama untuk. antara lain pengadaan
kendaraan dinas/operesional, pengadaan mesin dan alat berat.
dan/atau  pembargunan infrastuktur lainnya yang masih
meraungkinkan untuk ditunda tahun berikutnya.

Atas pertimbangan sebagaimana tersebut di atas. Pemerintah Kabupaten
Mesuji harus mengalokasikan anggaran untuk mendanai prioritas
penanganan COVID -19 dengan menggunakan selisih anggaran hasil

penyesuaian target pendapatan daerah dan belanja daerah digunakan
untuk mendanai:

a. Belanja bidang kesehatan dan hal-hal lain terkait kesehatan dalam
rangka pencegahan dan penanganan pandemi COVID -19, antara lain
berupa pengadaan alat pelindung diri (APD) tenaga medis, sarana dan

];;mlatan layanan kepada masyarakat, dan penanganan pasien COVID -



b. Penyediaan jaring pergamanan sosinl/social safety net, aniara lain
melalui pemberian bantuan sosinl kepada masyaraknt miskin/kurang
mampu yang mengalumi penurunan daya beli akibat adanya pandemi

COVID -19; dan/atau

c. Penanganan dampak ekonomi terutnma menjaga agar dunin usaha
dacrah tetap hidup, antura lain melalui pemberdayaan usaha mikro,
kecil dan menengah, serta koperasi dalam rangkn memulihkan dan
menstimulasi kegiatan perekonomian di daerah.

Dilakukan berdasarkan kebutubhan rill yang penggunaannya dapat
berbentuk belanja pegawai, barang/jasa, dan modal scbagai hasil dari
pengutumaan penggunaan anggaran tersebut dan Pedoman yang ditetapkan
dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang
Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan Coruna Virus Disease
2019 di Lingkungan Pemerintah Dacrah.

Penggunaan anggaran dilakukan dengan cara Realokasi penggunaan
anggaran honorarium, bantuan sosial, dan hibah kepada kelompok
masyarakat/ormas/lembaga sosial masyarakat untuk dialihkan menjadi
anggaran bantuan sosial kepada masyarakai miskin/kurang mampu yang
mengalami penurunar daya beli akibat dar adanya pandemic COVID -19,
Pemberian bantuan sosial kepada masyarakat miskin/kurang mampu
dilakukan dengan memperhatikan pelaksanaan pemberian bantuan sosial
yang dilakukan oleh Pemernntah Pusat agar tidak terjadi tumpang tindih
sasaran.

Penerapan pola padat karya tunai (cash for work) dalam pelaksanaan
belanja moda! untuk pembangunan/perbaikan infrastruktur, seperti jalan
dan irigasi, dan Penyesuaian pelaksanaan kegiatan yang mengundang
orang banyak dari semula dilukukan dengan pertemuan/tatap muka
lungsung diubah menjadi tanpa pertemuan/tatap muka langsung dengan
memanfaatkan teknologi informasi/komunikasi, antara lain:

a. Pelaksanaan rapat, sosialisasi, workshop, kelompok diskusi terfokus
(focus group discussion) dan kegiatan lain yang sejenis dengan
menggunakan sarana video conference/teleconference: dan

b. Pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, dan kegiatan lainnya yang
sejenis dengan inenggunakan metode e-learning.

- Pemerintaly Kabupaten Mesuji agar melakul:an penguatan Pembinaan dan

Pengawasan Inspektorat Daerah sesuai ketentuan Pasal 14 ayat (2)
Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang menctapkan, bahwa
Pemerinitah Daerah wajib mengalokasikan anggaran pengawasan scsuai
dengan kewenangannya ke dalam APBD untuk mendanai program/Kegiatan
pembinaan pengawasan dalam bentuk kegiatan meliputi:
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a. kineria rutin pengawasan, meliputi: reviu RPJMD, reviu RKPD, reviu
RKA SKPD, reviu LKPD, reviu laporan Kkinerjn, reviu penycrapan
anggaran, reviu penyerapan pengadaan barang dan jasa, pemeriksaan
reguler perangkat daerah, pemeriksaan dengan tujuan tertentu,
pemeriksann serentak kas opname, cvaluasi Sistem Pengendalian
Internal Pemerintah, evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah,
monitoring dan cvaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Badan
Pemeriksa Keuangan dan Tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan
Aparat Pemeriksa Intermal Pemerintah;

b. ,.:ngawasan prioritas nasional, meliputi: monitoring dan evaluasi dan
desa, duna BOS, evaluasi perencanaan dan pengganggaran responsil
gender, operasionalisasi Tim Sapu Bersih Pungutan Liar, tindak lanjut
perjanjian kerjusama APIP dan APH dalam penanganan Pengaduan
Masyarakat yang berindikasi korupsi;

c. pengawalan reformasi Lirokrasi, meliputi: penilaian mandiri reformasi
birokrasi, penanganan pengeduan masyarakat terhadap perangkat
daerah, penanganan pengaduan masyarakat terhadap pemerintahan
clesa dan evaluasi pelayanan publik;

d. penegakan integnitas, meliputi: penanganan laporan gratifikasi,
monitoring dan evaluasi aksi pencegahan korupsi, veniikasi pelaporan
Rencana Aksi Daerah Pencepaban dan Pemberantasan Korupsi,
verifikast LHKPN/LHKASN, penilaian internal zona integritas,
penanganan benturan kepentingan, survey pencgakan integritas dan
penanganan Whistle Blower System,

e. kegiatan non pengawasan, seperti pendidikan profesional berkelanjutan
melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120
jam/tahun per APIP;

f. sarana dan orasarana pengawasan, seperti: laptop, alat pengukur
beton, dan lain-lain; dan

g- kegiatan reviu DAK Fisik yang bersumber dari alokasi 5% alokasi dana
penunjang DAK Fisilk sebagaimana maksud Peraturan Presiden Nomor
88 Tabun 2019 tentang Petunjuk Teknis DAK Fisik 2020.

Dalam rangka mendukung Program Jaminan Keschatan melalui kontribusi
dari pajak iokok bagian hak masing-masing daerah, Pemerintah
Kabupaten Mesu;i dalam pelaksanaannya berpedoman kepada Peraturan
Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64
Tahun 2020 dan Peraturan Menteri <euangan Nomor 128/PMK.07/2018
tentang Tata Cara Pemotongan Fajak Rokok sebagai Kontribusi Dukungan
Program vaminar: Kesehatan scrta Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 40
Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajakh Rokok untuk
Pendanaan Pelayanan Kesehatan Masyaraliat, scbagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 53 Tahun 2017.

Pen:;crinlah Kabupaten Mesuji agar mensinkronisasikan program dan
kegiatan yang didanai APBD untuk mendukung program jaminan
keschatan nasiona; paling sedikit 50% dar alokasi Dana Bagi Hasil Cukai
Tembakau yang diterima untuk mendanaij program/kegiatan: -



peningkatan kualitas bahan baku;

= P

pembinaan industri;

c. pembinaan lingkungan snsiul;

d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan atau
e. pemberantasan barang kena cukai ilegal

Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017
tentang Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai

Hasil Tembakau.
Dalam hal Pemerintah Dacrah mempunyai kewajiban kepada pihak ketiga
terkait dengan:

pekerjaan yang telah selesai pada tahun anggaran sebelumnya;

b. akibat pemberian kesempatan kepada penyedia barang/jasa
menyclesaikan pekerjaan schingga melampaui tahun anggaran 2019 .
sesuai peraturan perundang-undangan; atau

c. akibat putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum
tetap (inkrachi).

H... -3 dianggarkan kembali pada akun belanja dalam Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2029 sesuai kode rekening berkenaan.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 230 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah scbagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Pasal 30 ayat (7) P’eraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018
tentang Kecamatan dan Pasai 10 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 130 Tahun 2018 teniang Kegiatan Pembangunan Sarana dan
Prasarana Keluralhian dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.

Pemerintah  Kabupaten  Mesuji agar menganggarkan  kegiatan
pembangunan kelurahan suwana dan prasarana kelurahan dan
pemberdayaan masyarakat di kelurahan paling sedikit 5% dari APBD
setelah dikurangi DAK ditambah DAU tambahan, sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. Dukungan alokasi anggaran dalam
rangka pelaksanaan tugas Camat sesuai ketentuan Pasal 10 Peraturan
Pemerintah Nomor 17 Tahun %018 tentang Kecamatan dan Pasal 154
Peraturan Pemerintah 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019,

Penganggaran luran Kepesertazn dalam Jaminan Keschatan Pemerintah
agar disesuzikar dengan ketentuan Pasal 30 sampai dengan Pasal 34
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun
2020.
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8. Dalam rangka koordinasi pencrapan standar pelayanan minimal agar

0.

Pemerintah Kabupaten Mesuji membentuk Tim Pencrapan SPM dengan
susunan keanggotaan dan Sekretariat Tim berpedoman kepada ketentuan
Pasal 14, Pasa! |7 dan Pasal 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
100 Tahun 2018 tentang Pencrupan Standar Pelayanan Minimal.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mengalokasikan anggaran untuk
pembangunan den/atau pemeliharaan jalan scrta peningkatan moda dan
sarana transportasi umum dari hasil penerimaan Bagi Hasil Pajak
Kendaraan Bermotor paling sedikit 10% sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (5)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak dan Retribusi

Daerah,

Pemcrintah Kabupaten Mesuji agar mengarahkan penggunakan belanja
infrastruktur daerah yang oerkaitan langsung dengan percepatan
pembangunan fasilitas pelayanan publik dan ckonomi dalam rangka
incningkatkan  kesempatan kerja, mengurangi  kemiskinan, dan
mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah yang
besaran alokasinya berdasarkan pada peraturan perundang-undangan
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2020.

[I. PENDAPATAN DAERAH
1.

Penganggairan target pendapatan daerah semula scbesar
Rp912.915.806.523,67 berkurang sebesar Rp102.478.520.020,78 atau
11,23% menjadi sebesar Rp819.437.286.502,89 terdini dari:

a. Pendapatan Asli Daerah semula scbesar Rp47.207.416.981,19
berkurang sebesar Rp1.258.128.659,30 atau 2,67% menjadi scbesar -
Rp45.949.288.321,89 atau sebesar 5,67% dan total pendapatan
daerah;

b. Dana Perimbangan semula sebesar Rp661.240.472.000,00 berkurang
sebesar Rp99.045.814.000,00 atau 14,98% menjadi sebesar
Ep562.194.658.000,00 atau sebesar 69,37% total pendapatan dacrah;

dan

¢. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah secmula sebesar
Rp204.467.917.542,48 berkurung sebesar Rp2.174.577.361,48 atau
1,06% menjadi sebesa- Rp202.293.340.181,00 atau 24,96% dari total

pendapatan daerah.

Pemerintah Kabupaten Mesuji harus melakukan prognosis target
pendapatan secara lebih akurat sesuai potensi sumber pendapatan yang
ada di Kabupeten Mesuji berdasarkan peraturan perundang-undangan,
dan memperhatikan perkembangan berbagai indikator perekonomian
nasiona! dan dacrah yang dapet mempengaruhi potensi pendapatan
daerah dimaksud. Pendapatan daerah yang dianggarkan merupakan
perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta
dasar hukum penerimaannya.
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Pendapatan Asli Dacrah semuln sebesar Rp47.207.416.981,19 berkurang
scbesar Rpl1.258.128.659,30 atau 2,67% menjadi schesar
Rp45.949.288.321,89 terdiri dari:

a. Pendapatan Pajuk  Daeinh  semula  sebesar Rpl1.557.500.000,00
bertambah sebesar Rp4.142,300.000,00 atau 35,84% menjadi sebesar
Rp15.699.800.000,00 rtau 34,17% dari total Pendapatan Asli Daecrah;

b. Hasil Retribusi  Daernah sebesar semula Rp11.386.000.000,00
berkurang scbesar Rp8.539.863.880,00 atau 75,00% menjadi sebesar
Rp2.846.136.120,00 atau 6,19% dari total Pendapatan Asli Dacrah;

c. Hasil Pengelolnan Kekayauan Daerah yang Dipisahkan scmula sebesar
Rpl.606.943.093,19 bertambal  sebesar Rpl156.588.486,81 atau
9,74% menjadi scbesar Rpl.763.531.580,00 atau 3,84% dari total

Pendapatan Asli Daerah; dan

d. Lan-lain Pendapatan Asli Daerah scmula sebesar
Rp22.656.973.888,00 berlambah scbesar Rp2.982.846.733,89 atau
13,17% menjadi sebesar Rp25.639.820.621,89 atau 55,80% dari total
Pendapatan Asli Daerah.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan
Daerah teatang Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah dan Peraturan
Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman
Pengclolaan Keuangan Daeral: sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
serta butir lI.).a.1)., 1ll.1.a.2).,, dan I[Il.1.a.3). Lempiran | Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Arpgaran Pendapatan dan Belanja Dacrah Tahun Anggaran
2020. Selanjutnya, berdasarkan data Anggaran Pendapatlan Asli Daerah 5
(lima) tahun terakhir Pemerintah Kabupaten Mesuji, sebagai berikut:

Tabel. 1

Anggaran Pendapatan Pajak Daerah 5 (lima) tahun terakhir Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2020

IF'Elhun Anggaran (Rp) Realisasi (lépj %
1 2 3 | e ]
2016 | 10.019.269.785,50 4.434.683.124,00 | 44,26
2017 | 7.128.750.000,00 17.373.015.840,00 | 103,43
2018 7.716.250.000,00 9.104.368.004,00 | 117,99
2019 10.330.000.000,00 11.578.664.204,03 | 112,09
2020 15.699.800.000,00 - -
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Tabel.2

Anggaran Pendapatan Retribusi Daerah 5 (lima) tahun teakhir Tahun
Anggaran 2016 s.d. 2020

ﬁ‘ahun Anggaran (Rp) Realisasi :‘_EQ _ o
1 ) 2 3 4
2016 | 11 391.304.680,00 3.040.365.946,00 | 26,69
2017 12.613.009.777,00 1.366.932,444,00 | 10,84
2018 12.813.009.777,00 3.095.413.082,60 | 24,16
2019 9.199,947.295,00 7.331.167.322,00 | 79,69
| 2020 2.846.136.12000 -
Tabel.3
Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang
:) Dipisahkan 5 (lima) tahun terakhir
Tahun Anggaran (Pp) Realisasi (Rp) %
B 2 3 4
2016 1.252.597 906,98 1.252.597.906,98 | 100,00
2017 1.252.597.000,00 1.056.603.166,12 | 84,35
2018 |  1.252.597.000,00 1.067.293.191,11 | 85,21
2019 1.606.943.093,19 1.606.943.093,19 | 100,00
2019 | 1.763.531.58z0,00 - .
Tabel.3
‘:) Anggaran Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah
5 (lima) tahun terakhir Tahun Anggaran 2016 s.d. 2020
Tahun Anggaran (Rp] RcalisasiTR"];]_'- %
1 2 3 4
2016 | :6.843.879.000,00 19.055.399.549.64 | 113,13
2017 22.941.520.590,00 12.317.465.523,43 53,69
2018 |  19.843.879.000,00 19.939.286.245,97 | 100,48
2019 22.656.973.888,00 25.103.888.432,58 | 110,80
2016 25.639.820.621,00 - -
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Dapat dianggarkan apabila terdapat dokumcn  permyataan
kesediann untuk memberikan hibah dan dianggarkan pada akun
Pendapatan, kelompok Lain-Lain Pendapatan Dacrah yang Sah, dan
diuraikan ke dalam jenis, obyek, dan rincian obyck pendapatan
inasing-masing nama pemben hibah atau sumbangan sesuai
dengan kode rekening berkenaan sesuai ketentuan dalam butir
111.1.b.11) Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
semula  sebesar  Rp62.775.173.792,00  berkurang sebesar
Rp13.620.153.811,48 atau 21,70% menjadi scbesar
Rp49.154.819.981,00

Agar disesuaiknn pada penganggaran belanja Bagi Hasil Pajak
Duerah dari pemerintah provinsi Tahun Anggaran 2020 sesuai
ketentuan dalam butir 11.1.b.9) Lampiran | Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.

Dana Insentif Dnerah sebesar Rp8.120.650.000,00

Berdasarken butir 111.1.L 4) Lampiran | Peraturan Menten Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan can Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020
bahwa Pendapatan  Pemerintah  Provinsi/Kabupaten/Kota  yang
bersumber dari Dana Insentif Daerah, penggunaannya harus
berpedoman  pada  Peraturan  Menteri  Keuangan  Nomor
141/PMK.07/2019 tentang Pengelolaan DID, Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan
Penggunaan DBH, DAU dan DID TA 2020 dalam rangka
Penanggulingar COVID 19 dan Peraturan Menten Keuangan Nomor
87/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan DID Tambahan TA 2020.

Dana Desa semula sebesar Rp103.821.905.000,00 berkurang
sebesar  Rp1.134.725.000,00 atau 1,09% menjadi sebesar
Rp102.687.170.000,00.

Dana desa bersumber dan APBN yang diperuntukkan bagi desa
yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan
pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan
masyarakal berpedeman dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, sesuai ketentuan butir 111.1.b 4) Lampiran | Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020.
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I rdasarkan butie 1 h 4) Lampiran | Peenturan Menterl Dalam
Negent Nomor 11 Tahun Q019 tentang  Pedoman  Penyusunan
Anggatan Pendapatan dan Nelanja Daeeah Tahun Anggaran 2020
hahwa Pendapatan Primenntah Iovinsl/ Kabupaten /Keta yang

beravmber  dart Dana Insentil Da ah,  penggunaannys  harus

berpedorman  pada Peraturan/Petunjuk  Teknin  yang melandasi
penenimaan Dana Laser tif Daerah dimaksud
111. BELANJA DAERAH
A KEDLIAKAN HELANJA
1 Alokam nnggarnn belanja daernh e it lan ne besar

Rp935 409 269 523,67 berkurang  sebesar Rpl9 058 886 212,17
atau 2,04 menjndi sebesar Kp916.350 383 31 1,50 Alokasi Belanja

Daerah tersebut terdin dane

w. Delangn Tuliok Langsung

Belania Tidak Langsung semula sebesar Rpiso 263011 551,67

bertambah sebesar Rp7.H45472 359,57 atau 1,72% menjadi

sebesarRp 164 108 483.911,24 atau 50,65% dan total belanja
daerah terdin dan:

1] Belanga  Pegawin  semula sebesar  Kp2/70.157 706.328,77
beriambah sebesar Rp1.300.495 932,57 atau 0,48% menjadi
sehesar Rp271.458.202.261,34 atau 58.49% dan total
Belanjn Tulak Langsung,

2) Belama  Hibah  semula sebesar Kpl2 483 800.000,00
ber:ambah sebesar Rp1.095.450 000,00 atau 8,77% menjad
seb-sar Rpl3.579.250.000,00 atau 2,937 dan total Belanja
Twak Langsung;

3) Belanja Bantuan Sosial semula sebesar Rpd 204 000 000,00
bertambah  sebesar  Rp2.700 000 000,00 atau  H4.27%
menjadi sebesar Wp5.904.000.000,00 atau 1,27% dan total
Belanja Twdek Langsung,

4) Belanja Bag lasi) Kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan
Pernenntah Desa semula sebesar Rp2 294 350 000,00
berkurang sebesar Rp-439.756.388,00 atau 1,17 menjach
sebesar Rpl 854.593.612,00 atau 0.40% dan total Belanja
Tidak Langsung,

5) Belanja  Bartuan  Kevangan Kepada Partm Poluk  dan
Pemenntahan Desa semula sebesar Rplo6 123 155.222,00
berhurnng sebesar RpS 958.712 300,00 atau 3,59 menjadi
sebesar Rplo0 164.442.922,00 atau  34,51% dan  total
Belanjan Tadak Langsung,

6) Belanjn Tiluk Terduga semula sebesar Rp2.000.000.000,00
bertumbah  sebesar  Rp9.147.995.115,00 atau  457,40%
menjadi sebesarRpl 1. 147.995.115,00 atau 2,40% dan total
Belanja Tidak Langsung
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b. Belanja Langsung

Bclanja Langsung semu

berkurang sebesar Rp26.9

sebesar Rp452.241.099.400,2

terdiri dari:

1) Belanja Pegawai
bertambah sebesar Rp
sebesar Rp82 831.472.

la sebesar Rp479.l46.257.972,00
04.358.571,74 atau 5.62% menjadi
6 atau 49,35% dari total belanja

semula sebesar Rp77.424.453.520,00
5.407.014.380,00 atau 6,98% menjadi
900,00 atau 18,32% dari total belanja

langsung,
2) Belanja Barang dan Jasa semula sebesar
Rp204.341 .411.855,00 bertambah sebesar
atau 4,59% menjadi sebesar

RpY.374.634.914,89
Rp213.71 6.046.769,89 atau

langsung: dan

47,26% dari total belanja

sermula  schesar Rp197.380.387.597,00

Rp1.686.007.866,63 atau 21,12%
30,37 atau 34,43% dari

3) Belanja Modal
berkurang sebcsar
menjadi sehesar Rp155.694.379,7
total belanja langsung.

ang-Undang Nomor 23 Tahun

erakhir dengan Und
daerah digunakan un

konkuren yang m

tugas organisasi yang

undangan.

mendanai urusan

2014 sebagaimana
ang-Undang Nomor
tuk mendanai
enjadi

Berdasarkan Und
telah diubah beberapa kali t
9 Tahun 2015, belanja
pelaksanaan urusan pemerintahan
kewenangan daerah dan pelaksanaan
ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-
daerah tersebut diprioritaskan untuk
n wajin terkait pelayanan dasar yang ditetapkan

jar pelayanan minimal serta berpedoman pada standar
harga satuan regional sesuai  dengan ketentuan
undangan serta harus didukung dengan

Belanja
pcmerintahn
dengan stanc
teknis dan
~aturan perundang-
dasar hukum yang melandasinya.
erah digunakan un
mendukung  target
ahun 2020 sesuai dengan

ntah Daerah.

tuk mendanai urusan wajib dan
capaian prioritas
kewenangan

Selain belanja da
pilihan, iuga harus
pembanguaan nasional t
masing-masing tingkatan Pemcri
Sehubungan dengan hal terscbut, pengguna
fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki
untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia,
k, dan pertumbuhan ekonomi daerah sesuai
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019

sunan APBD Tahun Anggaran 2020.
peraturan perundang-

an APBD harus lebih

manfaat
pelayanan publi
ketentuan Peraturan
temang Pedoman Penyu

Alokasi belanja  yane diwajibkan oleh
undangan yaitu:

a. Jumlah alokasi anggaran untu
Rp204.469.442.230,9ﬂ atau 22,31%

sebesar Rp916.350.383.311,50.

pendidikan sebesar

k fungsi
tal belanja daerah

dan to
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Pemerintah  Kabupaten Mesuji  agar mempertahankan
pengalokasikan anggaran fungsi pendidikan  sekurang-
kurangnya sebesar 20% dari total belanja daerah sesuai
ketentuan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003
tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Pasal 81 Peraturan
Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan
Pendidikan dan butir V.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam
tegeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran

2020;

Jumlah alokasi anggaran kesehatan sebesar
Rp116.224.632.370,76 atau 15,90% dari total belanja daerah di
luar gaji scbesar Rp731.086.217.063,66. Pemerintah Kabupaten
Mesuji agar mempertahankan pengalokasian anggaran untuk
keschatan sckurang-kurangnya scbesar 10% dari total belanja
dacrah di luar gaj., sesuai ketentuan Pasal 171 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 36 Tahun 2009 tenlang Kesehatan dan butir V.2
Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanjn Daerah Tahun Anggaran 2020,

Jumlah alokasi anggaran Infrastruktur berasal dan dana
transfer umum yang terdiri dari DAU dan DBH yang bersifat
umum sebesar Rp61.508.658.000,00 atau 6,71% dan total
belanja daeral.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mengarahkan penggunaan
belanja infrastruktur daerah yang berkaitan langsung dengan
percepatan  pembangunan  fasilitas  pelayanan  publik  dan
ckonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan Kkerja,
mengurangi  kemiskinan, dan  mengurangi  kesenjangan
penyediaan  layanan  publik  antar daerah  yang besaran
alokasinya berdasurkan pada peraturan perundang-undangan
sesuai ketentuar. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2017 tentang Butir V.3 Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening
XXX.X XX X%.X%.X%.5.1.7.04. Belanja Bantuan Keuangan Kepada
Desa ADD schesar Rp56.865.033.920,00 atau 13,17% dari dana
perimbangan dikurangi DAK sebesar Rp431.646.802.000,00.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar mempertahankan
pengalokasian anggaran untuk Belanja Bantuan Keuangan
Repada Pemerintahh Desa paling sedikit 10% dari Dana
Perimbangan yang diterima setelah dikurangi DAK sesuai
ketentuan Pasal 72 Ayat (4) dan Ayat (6) Undang-Undang Nomor
6 Tahun 2014 tentang Desa dan Pasal 96 Peraturan Pemerintah
Nomor 43 Tahun 2C14 tentzng Pelanksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberana kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2019.
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agar diuraikan ke dalam daftar
erima schagai rincian obyek
dan retribusi dacrah sesuai

Dari nspek leknis penganggaran,
nama pemeriniah desa sclaku pen
pencrima bagi hnsil pajak daerah
kode rekening berkenaan;
Penyedinan anpgoran yang tercantum pada kode rekening:

1) XXX, X. XX XX. XX, x%.5.1.6.03.01 Belanja Bagi Hasil Pajak
Dacrah Kepada Desa scbesar Rp1.569.980.000,00 atau
10,00% dari dana hasil pajak daerah scbesar
Rp15.699.800.000,00;

2) x.xx x.xx.x0xx.xx 5.1.6.05.01 Belanja Bagi Hasil Retribusi
Dacrah Kepada Desa  scbesar Rp284.613.612,00 atau

10,00% dari dana hasil retribusi daerah scbesar
Rp2.846.136.120,00.
Pemerintah  Kabupaten  Mesuji  apar mempertahankan

pengalokasian anggaran Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah dan
Bagi Hasil Retribusi Dacrah Kepada Pem:rintah Desa paling
sedikit 10% sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2014 tentang Desa dan Pasal 97 Peraturan Pemcrintah Nomor
43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11

Tahun 20]9.

Dari aspek teknis penganggaran, agar diuraikan ke dalam daftar
nama pemcrintah desa selaku penerima sebagai rincian obyek
pencrima bagi hasil pajak daerah dan retribusi daerah sesuai
kode rekening berkenaan;

Jumlah alokasi anggaran dalam rangka penguatan Pembinaan
dan Pengawasan pada Inspektorat Kabupaten Mesuji sebesar
Rp7.103.095.389,49 atau 0,78% dari total belanja daerah
sebesar Rp916.350.383.311,50.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar memenuhi pengalokasian
anggaran untuk pengawasan dalam rangka penguatan
pembinaar dan pengawasan Inspektorat daerah sebesar 1,00%
dari toial belanja daerah sesuai ketentuan Pasal 14 Ayat (2)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah
Daerah dan Butir V.54 Lampiran | Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2020 ditetapkan bahwa untuk belanja dacrah sampai dengan
Rp1.000.000.000.00C,00 (satu triliun rupiah) pemerintah daerah
menganggarkan sekurang-kurangnya sebesar 1,00% (satu
persen) dari total belenja daerah;
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g Alokasi Anggaran untuk Peningkatan Sumber Duya Aparatur,

juminh wlokasi anggiran pendidikan don pelatihan bagi ASN
dalam rangka pengembangan kompetensi  penyclenggara
pemerintah  daerah  Pemerintah Kabupaten Mesuji  scbesar
Rp!.692.558.209,00 atau 0,18% clari total belanja daerah.

Pemerintnh Knbupaten Mesuji agar mempertahankan alokasi
anggaran tersebut  sekurang-kurangnya schesar 0,16% (nol
koma enam belas persen) dari total belanja daernh sebagaimana
dimakaud dalam butir V.38 Lampiran | Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020.

Selanjutnya, Dalam hal besaran alokasi anggaran dalam APBD
tahun sebelumnya untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN
yang telah melebihi 0,16% (nol koma enam belas persen) dan
total belanja daerah, tidak diperkenankan mengurangi besaran
persentase  alokasi  anggaran  pendidikan dan pelatihan
dimaksud.

Penganggaran Belanja Premi Asuransi Kesehatan pada Dinas
Kesehautan sebesar Rp13.920.000.000,00 atau 105,95% dari
Penerimazan Bagi Hasil Pajak Rokok sebesar
Rp13.138.513.570,00 yang diperuntukkan bagi masyarakat
Penerima Bantuan iuran Jaminan Kesehatan.

Dalam rangka mendukung program Jaminan Kesehatan
Nasional (JKN), Pemerintuh  Kabupaten  Mesuji  agar
mempertahankan alokasi pendanaan program jaminan
kescha.an nasional paling sedikit 37,5% dan Bagi Hasil Pajak
Rokok sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018
tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana tclah diubah beberapa
kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020
dan TPeraturan Mented Keschatan Nomor 40 Tahun 2016
tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Pajak Rokok Untuk
Pendanaan Pelayanzn Kesehatan Masyarakal, sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menten Kesehatan Nomor 53
Tahun 2017 tentang Perubaban atas Peraturan Menteri
Kesehatan Non:or 40 Tahun 2016 yang dianggarkan dalam
bentuk program dan kegiatan pada SKPD yang menangani
urusan kesehatar pcmberi pelayanan kesehatan.

Pemerintah  Kabupaten Mesuji  agar mensinkronisasikan
program dan Kegiatan vang didanai APBD untuk mendukung
program jaminan keschatan nasional paling sedikit 50% dan
alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Tembakau yang diterima untuk
mendanai program/keg:atan:

1) Peningkatan kualitas bahan baku;

2) Pembinaan industri;

3) Pembinaan lingkungan sosial
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4) Sosialisasi ketentuan di bidang cukai;

5) Pemberantasan borang kena cukai ilegal.
an scbagaimana tersebut di atas
kung program Jaminan Kenehatan

uran Menteri Keuangan Nomor
dan

Sclanjutnya Program/kegiat
diprioritnskan untuk mendu
nasional Sesuai ketentuan Pcrat
222 /PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan,

Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukaij Hasil Tembakau.
r mengalokasikan anggaran

j. Pemerintah Kabupaten Mesuji aga
pemeliharaan  jalan serta

untuk Fembangunan dan/atau
nsportasi umum sebesar 10%

peningkatan moda dan sarana tra
dari Dana Bagi Hasil Provinsi sesuai ketentuan Pasal 8 Ayat (5)
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah bahwa Hasil penerimaan Pajak Kendaraan
Bermotor paling sedikit 10% (sepuluh persen), termasuk yang
dibagi hasilkan kepada kabupaten/kota, dialokasikan untuk
pernbangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta
peningkatan moda dan surana transportasi umum.

B. BELANJA TIDAK LANGSUNG

1. Belanja Pegawai
a. Penyediaan angraran yang tercantum pada kode rekening
X.30%. X, X%.X%.%%.%%.5.1.1.01 Belanja Gaji dan Tunjangan semula
scbesar Rp270. 157.706.328,77 bertambah sebesar
Rp1.300.495.932,57 atau 0,48% menjadi sebesar
Rp271.458.202.261,34.

Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada butir 11l.2.a.1),
butir 111.2.a.2;, dan butir 111.2.a.3) Lampiran | Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2020.

b. Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan Asuransi
Kesehatan yang diperuntukkan bagi Bupai/Wakil Bupati,
Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD, dengan berpedoman
pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Jaminan Sosial Nasionzal, Undang-Undang Nomor 24 Tahun
2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan
Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan
Kesehatan sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden
Nomor 64 Tahun 2020 dan butir I1l.2.a.4)Lampiran | Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020;
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Dapat dianggarknn dengan berpedoman pada ketentuan
Pernturan Pemerintuh Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan  Administratif Pimpinan  dan  Anggotn Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah, Peraturan Menten Dnlam Negeni
Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan
Keuangan Daerah serta Pelnksanann dan Pertanggungjawaban
Dana Opecrasional dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri
Nomor 188.31/7808/SJ Tanggnl 2 November 2017 Penjelasan
terhndap Implementasi Subatansi Peraturan Pemerintah Nomor
18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangar dan Administratif
Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Mcnteri Dalam
Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan
Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan Dana
Operasional.

Penyediaan anggaran untuk Tambahan Penghasilan PNSD yang
tercantum paaa kode rekening X0 XL XX XK. XX. X%, 5. 1.1.02
Tambahan Penghasilan PNS semula sebesar
Rp80.726.420.400,00 berkurang sebesar Rp2.259.292.980,00
atau 2,80% menjadi sebesar Rp78.467.127.420,00.

Pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNS dapat diberikan
setelah mendapat persetujuan Menteri Dalam Negeri sesuai
ketentuan Pasal 58 Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan  Keuangan  Dacrah, dan
perhitungannya telah sesuai dengan ketentuan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor 061-5449 Tahun 2019 tentang
Tata Cara Persetujuan Menten Dalam Negeri Terhadap
Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Di
Lingkungan Pemerintah Daerah.

Penyediaan anggaran pada:
1) Belanja Hibah berupa uang yang diuraikan pada:

(a) Belanja Hibah kepada Pemenntah semula secbesar
Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar
Rp300.000.000,00 menjadi sebesar Rp2.300.000.000,00

(b) Belanja Hibah kepada Badan/Lembaga/Organisasi
scmula scbesar Rp8.420.800.000,00 bertambah sebesar
Rp795.450.007.00 atau 9,45% menjadi sebesar
Rp9.216.250.000,00

(c) Belanja Hibah kepada Kelompok/Anggota Masyarakat
sebesar Rp63.000.000,00

(d) Belanja Hibah kepada Rumah Ibadah sebesar
Rp2.000.000.000,00

() Belanja Bantuan Sosial yang diuraikan pada Belanja
Bantuan Sosial Kepada Anggota Masyarakat semula sebesar
Rp3.204.000.000,00 bertambah sebesar Rp2.700.000.000,00
atau 84,27% menjadi sebesar Rp5.904.000.000,00.
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Dapat dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan Pasal
298 ayat (4) dan cyat (S) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Dacrah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015, Peraturan Peincrintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Hibah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32
Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberiar Hibah dan Bantuan
Sosial Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019.

Penganggaran belanja hibah dan bantuan sosial yang
bersumber dari APBD berpedoman pada Peraturan Bupati yang
mengatur tata cara penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan serta
monitosing dan evaluasi hibah dan bantuan sosial, sesuai
ketentuan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembenan Hibah dan
Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran dan Pendapatan
Belanja Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalain Negeri Nomor 99
Tahun 2019.

Belanja hibah dan bantuan sosial yang dianggarkan dalam
APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah
memprioritaskan  pemenuhan  belanjia  urusan pemerintahan
wajib dan urusan pemenntahan pilihan, kecual ditentukan lain
sesua denpan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Belanja hibah tersebut ditujnkan untuk menunjang pencapaian
sasaron program dJdan kegiatan Pemerintah Dacrah sesuai
dengan kepentingan dacrah dalam mendukung terselenggaranya
fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan
dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas,
dan manfaat untuk masyarakat.

Selanjutnya, Pemcrintah Kabupaten Mesuji agar mencantumkan
daftar nama pencrima. alamat penerima, Belanja Hibah dan
Bantuan Sosial pada Lampiran lil dan Lampiran IV Peraturan -
Bupati tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Penyediaan anggaran yang tercantum pada kode rekening
4.04.4.04.00.00 00.5.1.8.01 Belanja Bantuan Keuangan kepada
Partai Politik sebesar Rp246.164.902,00
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Dupnt dianggarkan dengan Lerpedoman  kepada  Peraturan
Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 lentang bantuan keuangan
kepada partai poiitik, sebagaimana telnh diubah beberapa kali
terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor | Tahun 2018
dan Peraturan Menteri Daolam Negeri Nomor 77 Tahun 2014
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam
APBD dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan
Laporan Pertanggungjawaban Pcnggunaan Bantuan Keuangan
Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017. Secara teknis
penganggaran agar dirinci berdasarkan nama parpol penerima
dan dianggarl:an pada Belanja Hibah sesuai ketentuan butir
111.2.d.1)Lampiran | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33
Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun
Anggaran 2020, dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor
903/3010/Kcuda tanggal 6 Agustus 2020 perihal Penjelasan
Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik yang
bersumber dari APSD.

Penyediaan anggaran dengan kode rekening
4.04.4.04.00.00.00.5.1.8.01 Belanja Tidak Terduga semula
scbesar Rp2.000.000.000,00 bertambah sebesar
Rp9.147.995.115,00 atau 457,40% menjadi sebesar
Rp11.147.995.115,00 dapat dianggarkan dengan

mempertimbangkan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan
dan/atau kebutuhan yang sifatnya tidak dapat diprediksi
sebelumnya, diluar kendali dan pengaruh Peinerintah Daerah
Kabupaten Mesuji.

Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan kebutuhan
tanggap darurat bencana, penanggulangan bencana alam dan
bencana sosial, kebutuhan mendesak lainnya yang tudak
tertampung dalam bentuk program dan kegiatan pada Tahun
Anggaran 2020, termasuk pengembalian atas kelebihan
penerimaan  daerah  tahun-tahun  srbelumnya  dengan
berpedoman pada butir 1l.2.g Lampiran | Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020,

Dalam rangka pencegahan penyebaran dan percepatan
penanganan corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Pemerintah
Kabupaten Mesuji agar melakukan refocussing kegiatan dan
realokasi anggaran melalui optimalisasi penggunaan Belanja
Tidak Terduga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2020,
dengan tetap melakukan tertib administrasi keuangan dan
administrasi pclaksansan pengadaan barang dan jasa sesuai
Surat Edaran Komisi Pembrantasan Korupsi Nomor 8 Tahun
2020 tentang Penggunaan Anggaran Pelaksanaan Barang/Jasa
dalam rangka Percepatan Penanganan corona Virus Disease
2019 (COVID-19) terkait dengan Pencegahan Tindak Pidana
Korupsi dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun
2020 tentang Prioritas Penggunaan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020. ‘



C. BELANJA LANGSUNG

1.

Penyediusen anggaran vyang tercantum pada kode rekening:
X 00X XK. XX 0. xx. 5.2, 1 Belanja Pegawai semula schesar
Rp77.124.458.520,00 bertambah sebesar Rp5.407.014.380,00 atau
6,98% menjadi sebesar Rp82.831.472.900,00 yang diuraikan antara
lain dalam obyek belanja dengan kode rekening:

a. X.XX.X.XX.xx.xx.xx.5.2.1.01 Hcnorarium PNS semula sebesar
Rp17.633.823.000,00 berkurang sebesar Rpl1.475.327.000,00
atau 8,37% menjadi scbesar Rp16.158.496.000,00.

b. x.xnx.xx.2¢xx.xx.5.2.1.01.03 Hcnoranum Tim/Panitia semula
sebesar Rp10.641.381.000,00 berkurang scbesar
Rp560.071.000,00 atau 5,26% menjadi sebesar
Rp10.081.310.000,00;

€. X.XX.X.XX.XX.X¥.X%X.5.2.1.01.05 Hororarium Penanggungjawab/
Petugas Pengelola Keuangan semula sebesar Rp1.255.400.000,00
bertambah sebesar Rp217.470.000,00 atau 17,32% menjadi
sebesar Rp1.472.870.000,00;

d. XXX X% xx.5.2.1.01.02 Honorarium Pegawai
Hororer/Tidak Tetap semula ssbesar Rp47.717.253.000,00
bertambah sebesar Rp640.113.000,00 atau 1,34% menjadi
sebesar Rp48.357.365.000,00;

Dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektifl sesuai
dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan kegiatan dalam rangka
mencapai target kinera kegiatan dimaksud.

Sclain itu, besaran alokasi belanja tersebut diatas agar dibatasi
dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitas
dalam pencapaian sasaran program dan kegiatan serta didasarkan
pada pertimbangan bahwa keberadaan PNSD dan Non PNSD dalam
kegiatan Dbenar-benar memiliki peranan dan kontribusi nyata
terhadap efektivitas  pelaksanaan  kegiatan terscbut  dengan
memperhatikan pemberian Tambahan Penghasilan Bagi PNSD dan
pemberian Insentil Pemungutan Pajak Dacrah dan Retribusi Daerah,
scsuai ketentuan butir 111.2.4.10). Lampiran | Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoinan Penyusunan
APBD Tahun Anggaran 2020. Selanjutnya, hasil penghematan
dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih prioritas sesuai
kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji.

Penyediaan anggaran kede rekening x.xo¢.x.xx.xx.xx.5.2.2.15 Belanja
Perjalanan Dinas semula sebesar Rp25.406.670.125,00 berkurang
sebesar  Rp5.281.029.630,00 atau 14,92% menjadi sebesar
Rp3N.125.640.495,00 yar.g diuraikan ke dalam rincian obyek belanja
dengan kode rekening:



) x.00x.xx.xx.%x.5.2.2.15.01 Belanja Perjalanan Dinas Dalam
Daerah scmula sebesar Rp7.336.130.000,00 berkurang scbesar
Rp321.182.015,00 atau 4,38% menjadi scbesar
Rp7.014.997.985,00;

b) X.XX.X.XX.XX.Xx.5.2.2.15.02 Belanja Perjalanan Dinas Luar Dacrah
semuln  sebesar Rp22.289.447.125,00 berkurang scbesar
Rp+.835.654.615,00 atau 21,69% menjadi sebesar

Rpl 7.453.792.510,00;

€ X.XX.X.XX.X%.xx.5.2.2.] 504 Belanja Jasa Transport semula
sebesar Rp5.781.043.000,00 berkurang sebesar
Rp124.193.000,00 Atau 2,15% menjadi scbesar

Rp5.656.850.000,00;

Dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada
masing-masing kegiatan dengan tetap memperhatikan aspek
efektifitas, efisiensi, kewajaran Jdan kepatutan seria penghematan
pengzunaan anggaran sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 122 ayat
(10) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006,
sebagaimana tclah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011. Selanjutnya, hasil
penghematan dialihkan kedalam program dan kegiatan yang lebih
prioritas sesuai kewenangan Pemecrintzh Kabupaten Mesuji.

3. Penyediaan anggaran pada:
a. Dinas Ketahanan Pangan

1) Kegiatann Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengembangan
Pangan kode rekening (16.09) semula sebesar Rp80.854.000,00
bertambah scbesar Rp330.467.390,00 menjadi sebesar
Rp411.321.390.00, terdapat belanja barang yang akan
diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga kode rekening
(5.2.2.23.0!) semula sebesar RpS54.525.000,00 bertambah
sebesar Rp308.800.000,00 menjadi sebesar Rp363.325.000,00;

2) Kegiatan Pengembangan Cadangan Pangan Daerah kode
rekening (16.12) semula  sebesar Rpl18. 168.000,00
bertambah sebesar Rp3.172.510.764,00 menjadi sebesar
Rp3.290.678.764,00, terdapat :

a) Belania jasa konsultasi penelitian kode rekening
(5.2.2.21.01) sehesar Rp50.000.000,00;

b) Belanja barang yang akan disecrahkan  kepada
masyarakat/pihak ketiga kode rekening (5.2.2.23.01)
semula sebesar Rp104.000.000,00 bertambah sebesar
Rp3.058.499.500,00 menjadi sebesar Rp3. 162.499.500,00
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b Dinan Kependudukan dan Pencatntan Sipil

Keglntan Sinem Adminintinsd Kependudukan (SAK) Terpadu kode
rekening (15.04) semuln sebesar Rp932.486 000,00 berkurang
webennr  Rpd 140.000,00 menjadl nebesar  Rp)36.346.000,00,
terdapat belanjn alat tulls kantor kode rekening (5.2.2.01.01)
seuiln sebesar  Rp206.931.000,00 bertambah sebenar
RpS59.089.000,00 menjadi nebenar Rp266,020.000,00,

¢. Dinaa Kelauwtan dan Perikanan

1) Kegintan Penyecinnn dan rehabilitosi sarana dan prasarana
pengolnhan  hasi!  perkanan  (23.04)  terdapat  Belanjn
Barang/josa  yang ukan diserahkan  kepadia pihak ketiga
(5.2,.2,23.01) nebesar Rp40.000.000,00 bertambah  sebesar
Rp225.200.000,00 menjndi sebesar Rp265.200.000,00

2) Kegintan Pengembangan sarana budidaya air tawar (27.01)
terdapal Belunjn Barang/jnsa yang akan diserahkan kepada
pihak  Ketiga (5.2.2.23.01) sebesar  Rp72.770.000,00
bertumbah  sebesar  Rp710.000.000,00 menjadi  sebesar
Rp782.770.000,00

d. Badan Pendapatan Penyelolaan Keuangan Dan Asetl Daerah

Kegiatan pengndaan perlengkapan gedung kantor kode rekening
(02.07) semula scbesar Rp82.500.000,00 bertambah sebesar
Rp152.4.30.000,00 menjadi sebesar  Rp234 930.000,00 terdapat
belanja modnl  pengadnan  kontruksi/pembelian  taman  kode
rekening,  (5.2.3.20.13) semula  sebesar  Rp82.500.000,00
bertminbah  sebesar  Rp100.800.000,00 menjadi  sebesar
Rp183.300.000,00

Agar ditinjau kembali dengan memperhatikan  aspek  efektifitas,
efisiensi, kepatutar, kewajaran dan  penghematan  penggunaan
anggaran serta disesunikan dengan kebutuhan nyata pada masing-
masing kegintan sebagaimana dinnaksud Pasal 4 dan Pasal 122 ayat
(10) Peraturnn Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelalaan Keunngan Dacrah sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam  Negeri
Nomor 21 Tahun 2011.

Penyvedinnan nnggaran pada:
a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1) Kegintan Pembangunan sarana air bersih dan sanitary kode '
rekening (15.14) semula sebesar Rp904.760.000,00 bertambah
scbhesar Rp250.000,00 menjadi sebesar Rp905.010.000,00
terdapn :

a) Belanja Jasa Konsuliansi perencanaan kode  rekening
(5.2.2.18.02) sebesar Rp331.200.000,00;

b) Belanja Jasa Konsultansi pengawasan kode rekening
(5.2.2.18.03) sebesar Rp29.250.000,00;
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Kegintan  Pembangunan rumah dinas kepaln sekolah, guru,

penjogn sekolah  kode rekening  (10.02) semuln  scbesar

Rp529.030.000,00 berkurang sebesar  Rp237.100.000,00

menjadi sebesar  Rp291.930.¢00,00 terdapat rincian objek

belanjn:

n) Belanjn Jasa Konsultasi Perencanann  kode rekening
(5.2.2.21.02) scbesar Rp18.000.000,00;

b) Belanjn Jasa Konsultasi  Pengawasan kode rekening
(5.2.2.21.03) scmula sebesar Rp15.750.000,00 berkurang

scbesar Rp3.500.000,00 merjadi sebesar Rp12.250.000,00;

Kegiatan Penambahan ruang kelas sckolah kode rekening
(15.14) semula schesar Rp908.640.000,00 berkurang sebesar
Rp7.460.000,00 menjadi sebesar Rp901.000.000,00 terdapat:

a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening
(5.2.2.21.02) sebesar Rp32.000.000,00;

b) Belanja Jaiwa Konsultasi Pengawasan kode rekening
(5.2.2.21.03) semula sebesar Rp28.000.000,00 berkurang
sebesar Rp5.250.000,00 menjadi sebesar Rp22.750.000,00;

Kegiatan Penambahan ruang guru sekolah kode rekening

(16.04) semula s=besar Rp1.058.790.000,00 berkurang scbesar

Rp10.380.000,00 menjadi  sebesar Rp1.048.410.000,00

terdapat rincian objek:

a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening
(5.2.2.21.02) scbesar Rp38.000.000,00;

b) Belanja -Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening
(5.2.2.21.03) semula sebesar Rp33.250.010,00 berkurang
sebesar Rp7.000.000,00 menjadi sebesar Rp26.250.000,00;

Kegiatan Pembangunan laboraturium dan ruang prktikum
sekolah kode rekening (16.05) semula sebesar
Rp4.641.860.000,00 berkurang sebesar Rp68.400.000,00
menjadi sebesar Rp4.573.460.000,00 terdapat :

a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening
(5.2.2.21.02) seinu'a sebesar Rp129.000.000,00 berkurang
sebesar Rp39.000.000,00 menjadi sebesar
Rp90.000.000,00;

b) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening
(5.2.2.21.03) semuia sebesar Rp107.500.000,00 berkurang
sebesar Rp20.000.000.00 menjadi sebesar
Rp87.500.000,00;

Kegiatan Pembangunan Perpustakaan kode rekening (16.12)
semula sebesar Rp685.710.000,00 berkurang sebesar
Rp5.750.000,00 menjadi sebesar Rp679.960.000,00 terdapat
rincian objek:

a) Belunja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening
(5.2.2.21.02) sebesar Rp24.000.000,00;
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b) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening
(5.2.2.21.03) semnula sebesar Rp21.000.000,00 berkurang
sebesar Rp3.500.000,00 menjadi sebesar Rp17.500.000,00;

Kegiatan Pembangunan unit sekolah baru kode rekening

(16.85) sebesar Rp57.340.000,00 terdapat rincian objek

Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening

(5.2.2.21.02) sebesar Rp42.000.000,00;

Kegiatan Pembangunan Jamban/Wc Siswa kode rekening

(16.87) semula sebesar Rp1.615.540.000,00 bertambah

sebesar Rp101.760.000,00 menjadi sebesar

Rp1.717.300.000,00 terdapat rincian objek:

a) Belanja Jasa Konsultasi Perencanaan kode rekening
(5.2.2.21.02) semuia sebesar Rp50.750.000,00 bertambah
scbesar Rp6.000.C00,00 menjadi sebesar Rp56.750.000,00;

b) Beclanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening
(5.2.2.21.03) semula sebesar Rp43.500.000,00 berkurang
sebesar Rp3.500.000,00 menjadi sebesar Rp40.250.000,00;

Kegiatan Pembangunan Unit Keschatan Sckolah (UKS) kode
rekening (16.94) semula sebesar Rp1.013.790.000,00
berkurung sebesar  Rp170.990.000,00 menjadi scbesar
Rp842.800.000,00 terdapat rincian objek:

a) Belanja Jasa Konsu'tasi Perencanaan kode rekening
(5.2.2.21.02)sebesar Rp36.3000.000,00;

b) Belanja Jasa Konsultasi Pengawasan kode rekening
(5.2.2.21.03) sebesar Rp3!.500.000,00;

b. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman

2)

Kegiatan pembangunan sarana dan prasarana aparatur kode
rekening (23.01) semula sebesar  Rpl17.404.220.000,00
berkurnng sebesar Rp10.326.993.374,70 menjadi

Rp7.077.226.625,30 terdapat :

a) Belanja jasa konsultasi  perencanaan kode rekening
(5.2.2.21.02) semula sebesar Rp445.000.000,00 bertambah
Rp19.360.C00,00 menjadi sebesar Rp464.360.000,00

b) Belanja jasa konsultasi pengawasan kode rekening
(5.2.2.21.03) semula sebesar RpS500.425.000,00 berkurang
Rp354.125.000,00 menjadi sebesar Rp146.300.000,00

Kegiatan pembangunan/rehab sarana dan prasarana umum
kode rekening (23 03) semula sebesar Rp31.799.014.000,00
berkurang scbesar Rp14.466.665.000,00 menjadi
Rp17 332 349.000,00 terdapat :

a) Belanja jasa konsultasi perencanaan kode rekening
(5.2.2.21.02) sebesar Rp150.000.000,00
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jaJ kode rckening
b) Belanja jase konsultasi pengawasan
l (5.2.2.21.03) semula schesar Rp815.000.000,00 berkurang
Rp802.040.000,00 menjadi sebesar Rp12.960.0000,00

3) Kegintan penyediaan prasarana dan sarana air minum bagi
masyarakat  kode rekening (27.01) semula scbesar
Rp9.146.646.000,00 berkurang scbesar Rp2.110.872.000,00
menjadi Rp7.035.774.000,00 terdapat :

jn j i kening
a) Belanjn jasa konsultasi perencanaan kode re
(5.2.2.21.02) semula sebesar Rp200.000.000,00 bertambah

Rp200.000.000,00 rnenjadi schesar Rpd400.000.000,00

b) Belanju jasa konsultasi pengawasan kode rekening
(5.2.2.21.03) semula sebesar Rp156.300.000,00 berkurang
Rp281.800.000,00 menjadi sebesar Rp174.500.000,00

Agar diangparkan pada belanja modal, sesuai ketentuan point
111.2.1.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun
2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Dacrah Tahun Anggaran 2020 yang menvatakan bahwa
Penganggaran belanja modal digunakan untuk pengeluaran yang
dilakukan dalam rangka perabelian/pengadaan aset tetap dan aset
lainnya (aset tak berwujud) yang mempunyai masa manfaat lebih
dari 12 (dua belas) bulan, diguriakan dalam kegiatan pemerintahan
dan memenuhi nilai batas minimal kapitalisasi aset (capitalization
threshold). Nilai aset tetap dan aset lainnya yang dianggarkan dalam
belanja modal tersebut adalah sebesar harga beli/bangun aset
ditambah seluruh belanja yang terkait dengan
pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

Masih terdapat Program dan Kegiatan yang mengalokasikan
anggaran bersifal pengumpulan sehingga berpotensi bertentangan
dengan Keputusaa Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri
Keuangan Nomor 119/2813/SJ Nomor 177/KMK.07 /2020 tentang -
Percepatan Penyesuaian Anggaran Peadapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus Disease 2019
(covid-19), serta Pengamanan Daya Balj Masyarakat dan
Pereronomian Nasional dan pelaksanaannya harus disesuaikan
dcggan kapasitas ruangan tidak menggunakan sarana IT (daring)
pada:

a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

1) Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula
sebesar Rp136.498.000,00 berkurang sebesar
Rp75.089.000,00 menjadi sebesar Rp6 1 409.000,00

2} Pelatihan Dapodik Paud dan Dikmas tentang Peraturan
Perundang-undangan Pendidikan Formal dan Non Formal
semula sebesar Rp72.490.420,00 bertambah  sebesar
Rp2.409.580,00 menjadi sebesar Rp74.900.000,00
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b. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
1) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
semuln  scbesar RpJD4.384.000,00 berkurang scbesar
Rp88.792.000,00 menjadi scbesar Rp215.592.000,00
2) Bimbingan Tcknis Implementasi  Peraturan Perundang-
Undangan semula scbesar Rp100.000.000,00 bertambah
scbesar Rpl 17.960.686,00 menjadi scbesar Rp217.960.636.00

3) Pembangunan Jembatan semula scbesar Rp2.299.062.600
bertambah  scbesar Rp333.625.400,00 menjadi  scbesar

Rp2.632.688.000,00

4) Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong semula
sebesar Rp2.299.062.600,00 bertambah sebesar
Rp333.625.400,00 menjadi sebesar Rp2.632,688.000,00

Angka 3 dan Angka 4 merupakan Kegiatan Pembangunan fisik
agar dihindari sesuai Pasal 155 Permendagri Nomor 13 Tahun

2006.

c. Satuan Polisi Pamong Praja
Kegiatan Oprasional HUT Satpol PP scbesar Rp45. 100.000,00

d. Badan Penanggulangan Bencana Dacrah
1) Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
semula  scbesar Rp41.202.000,00 berkurang sebesar
Rp4+46.000,00 menjadi sebesar Rp40.756.000,00

2) Sosialisasi dan Simulasi Penanggulangan Bencana semula
sebesar Rp52.209.900,00 berkurang sebesar Rp17.209.000,00

menjadi sebesar Rp35.000.000,00
e. Dinas Tcnaga Kerja dan Transmigrasi
Pelatihan Wirausahaan Mandin semula sebesar

Rp160.064.000,00 bertambah sebesar Rp20.813.000,00 menjadi
sebesar Rp180.877.000,00

[ Dinas Pengendalian  Penduduk,  Keluarga Berencana,
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak:

1) Penyuluhan Bagi [bu Rumnah Tangga Dalam Membangun
Keluarga Sejahtera semula  scbesar Rp58.000.000,00
berkurang menjadi Rp21.600.000,00 menjadi  sebesar
Rp36.400.000,00

2) Pelaksanaan Sosialisasi Yang Terkait dengan Kesetaraan
Gender, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
semula sebesar Rp 35.124.900,00 berkurang menjadi -
Rp11.140.000,00 menjadi sebesar Rp23.984.900,00

g. Dinas Ketahanan Pangan

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah semula
sebesar Rp38.024.000,00 bertambah sebesar Rp29.250.000,00
menjadi sebesar Rp67.274.000,00
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h. Dinas Pemberdaynan Masyarakat dnn Desa

1)
2

3)

4)

Pelatihan Kepala Desa Terpilih sebesar Rp30.830.000,00

Pelatihan Penggunann Aplikasi Sistem Keuangin Desa sebesar
Rp58.327.000,00

Fasilitasi dan Monitoring Pelantikan Kepala Desa schesar
Rp54.552.000,00

Asistensi Penyusunan APBDes scbesar Rp42.348.000,00

i. Sekretanat Dacrah

1)

2)

3)

4)

9)

Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
semula sebesar Rp1.753.280.625,00 berkurang sebesar
Rp794.548.116,00 menjadi scbesar Rp958.738,509.00

Pendidikan Formal dan Pelatihan Formal semula sebesar
Rp50.000.000,00 berkurang menjadi Rp18.000.000,00

Bimbingan Teknis Kchumasan dan Keprotokolan semula
sebesar Rp168.240.000,00 menjadi sebesar Rp152.561.000,00
berkurang sebesar Rp15.679.000,00 menjadi sebesar
Rp32.000.000,00

Bimbingan Teknis dan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang
dan Jasa semula sebesar Rp256.532.000,00 berkurang
menjadi Rp127.190.000,00 menjadi sebesar
Rp129.342.000 00

Pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur"an semula sebesar
Rp1.010.227.000,00 berkurang menjadi Rp819.202.000,00
menjadi sebesar Rp191.025.000,00

Agar dialihkan untuk kegiatan lain yang lebih prioritas berdasarkan
kewenangan Pemerintah Kabupaten Mesuji sesuai Surat Edaran
Gubernur Lampung Nomor 451/1357/02/2020 Tanggal 23 April
2020 hal Pembatalan Pelaksanaan Kegiatan MTQ ke-48 Tingkat

Provinsi Lampung Tahun 2020 dan Keikutsertaan Provinsi Lampung
Pada MTQ Nasional ke-25 Tahun 2020

Penyediaan anggaran pado :

a. Dinas PFemberdavaan Masyarakat dan Desa

Kegiatan Karya Bhakti TNI kode rekening (17.13) sebesar
Rp53.991.000,00;

b. Dinas Pekerjaar Umum dan Penataan Ruang

1)

2)

3)

Kegiatan Pembangunan Gedung Kantor kode rekening (02.03)
sebesar Rp426.678.500,00:

Kegiatan Rehabilitasi Pemeliharaan .Jalan kode rekening
(18.03) scbesar Rp7.008.625.285,20

chia@ Penyedinan Jasa Publikasi Kehumasan kode
rekening (01.25) sebesar Rp80.000.000,00;
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¢. Badan Perencanann Pembangunan Daermh

Kegiatan pengadann peilengkapan gedung kantor kode rekening
(02.07) semuln scbesur Rp164.960.500,00 bertambah scbesar
Rp177.717.000,00 scbesar Rp342.677.500,00 terdapat Belanja
modal pengndann mebeulair kantor kode rekening (5.2.3.13.15)
scbesar Rp150,000.000,00,

d. Dinas pemuda Olah ragn dan pariwisata

1) Kegiatan Fasilitnsi Pemuda pelopor (16.14 |sebesar
Rp73.160.000,00

2) Kegiatan Pengembangan objek Pariwisata (24.18) sebesar
Rp61.345.000,00

¢. Dinas Kelautan dan perikanan

Kegiatan Pengadaan Periengkapan Gedung Kantor (02.07) semula
sebesar Rp51.300.000,00 bertambah scbesar Rr162.758.000,00
schingga menjadi schesar Rp111.458.000,00 terdapat Pengadaan
Mcdal meubelair Kantor (5.2.3.12.15) sebesar Rp70.000.000,00

f. Dinas Fertanian

1) Kegiatan Pembinaan, pengawasan, pcmantauan pupuk/
pertisida  serta hama  penyakit (16.40)sebesar
Rp47.447.400,00,

2) Kegiatan Peningkatan sarana prasarana dan infrastruktur
pertanian/perkebunan (17.14) sebesar Rp238.906.100,00;

3) Kegiatan  Penelitian dan  pengembangan teknologi
pertanian/perkebunan  tepat guna kode rekening (18.01)
sebesar Rp91.480.550,00

f. Dinas Pertanian

Kegiatan Pcngembangan bibit unggul petanian/ perkebunan

(19.03) semula webesar Rp68.088.000,00 bertambah sebesar

Rp1.882.028.000,00 schingga menjadi sebesar

Rp1.950.116.000,00 terdapat belanja barang/jasa yang

diserahkan  kepada  masyarakat/pihak  ketiga  sebesar

Rp1.792.570.000,00

Penyediaan anggaran belanja terscbut diatas agar ditata kembali
pada kegiatan yang lebih prioritas sesuai Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Penyediaan anggaran di Sckretariat DPRD

1) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
semula  sebesar  Rp555.912.000,00 berkurang  sebesar
Rp190.182.000,00 menjadi sebesar Rp365.730.000,00

2) Kunjungan Kerja Konsultasi Komisi Dalam dan Luar Daerah
semula sebesar Rpl.446,602.500,00 bertambah sebesar
Rp68.312.000,00 menjadi sebesar Rp1.514.914.500,00
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3) Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD semula
scbesar Rp1.947 720.500,00 berkurang sebesar
Rp476.059.800,00 menjadi sebesar Rp1.471.660.700,00

4) Kunjungan Kerja dan Kornsultasi Pimpinarn dan Anggota DPRD
semula  sebesar Rpl68.347.000,00 bertambah sebesar
Rp1.087.980.000,09 menjadi sebesar Rp2.773.327.000,00

5) Kunjungan Kerja Badan Anggaran semula sebesar
Rp1.051.102.500,00 berkurang menjadi  Rp723.815.500,00
menjat sebesar Rpd27.287.000,00

€) Kunjungan Panitia Khusus semula sebesar Rpl 234.673.000,00
bertambah  sebesar Rp595.973.000,00 menjadi  sebesar
Rp1.824.536.000,00

7) Kunjungan  Kerja  Hadan  Kchormatan semula  scbesar
Rp334.384.500,00 berkurnng menjadi Rp51.749.500,00 menjadi
schesar 'p282.635.000,00

Dalam pelaksanaan penalanan dinas luar daerah yang bersifat
konsultasi kepada pemenntah pusat, agar berpedoman kepada
ketentuan Pasal 5 ayat (6} Peraturan Pemenntah Nomor 12 Tahun
2017  entang Pembinaan dan Pengawasan  Penyelenggaraan
Pemenntahian Dacrahdar Surnt Edaran Menten Dalam Negen Nomor

019.37101/5) Tanpgal 8 Januan 2018, ditetapkan bahwa
wonsultas yvang dilakukan oleh Pemenntah Daerah kabupaten/kota
diselenggarakan olels gubernur sebagin wakil Pemenntah Pusat dan
dalam hal Konsultas diselenggarakan oleh gubernur sebagai wakil
pemenntah pusat, belum mendapatkan hasil/masukan sesuai yang
diharapkan senta sesum dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan, maka dapat melakukan konsultast ke Pemenntah Pusat
dengan bersaioma-sama Pemenntah Provins,

IV. PEMBIAYAAN

Penyedinnn anggaran pengelunrna pembinynan achesar Rp3.263,.531.580,00
yang diurai ke dalam kode rekening 6.2.2.02.03 Penyertaan Modal pada
Bank  Lampung  semula sebesar  Rp0,00  bertambah  sebesar
Rp3.263.531.580,00 atau 0?6 menjadh sebeser Rp3.263 531 580.,00.

Pengnnggarmn Penyertann Modal da v Reinventasi Deviden kepada PT Bank
Lampung agar memperhattkan Surat Gubernur  Lampung Nomor
580/1627.a/04/2020 Tanggal 28 Mei 2020 tentang Penyertaan Modal ke
Bank Lampung dan ketentuan pada Rapat umum Pemegang Saham Bank
Lampung PT Bank Lampung Tanggil 12 Februan 2020.

Selain itu, Penyertaan Modal harus terjamin efektifitas pengelolaan serta
akuntabilitasnya, sesuai dengan tujuan terbentuknya badan usaha dimaksud
dan kinerjanya menunjukkan prospek yang baik serta memberikan
kontribusi labta yang signitikan (performance based) pada Pemerintah
Kabupaten Mesuji serta telah melakukan analisis investasi sesuai ketentuan
Peraturan Menter Dalam Negem Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman
Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.
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V. LAIN-LAIN

A. Rancangan Peraturan Dacrah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020.

1) Konsideran Menimbang huruf a, diubah menjadi :
«. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 316 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 23 Tahun 2014 lentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah beberapa kali, ternkhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015, perubahan APBD dapal dilakukan
jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA,
keadaan yang menychabkan harus dilakukan pergescran anggaran
antar unit organisasi, antar kegatan, dan antar jenis belanja,
keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun
sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun
anggaran berjalan, keadaan darurat, dan atau kcadaan luar biasa,
maka perlu dilakukan perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daecrah Tahun Anggaran 2020;

. behwa schubungan dengan maksud sebagaimana tersebut pada

huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020,

2) Diktum Mengingat :
a. Angka 12 diubah menjadi “Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undeng Nomor 15 Tahun 2019
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahar Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 6398);™.

. Angak 38 diubah menjudi "Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan
Sosial yang Bersumber dari APBD (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 450) schagaimana telah diubah beberapa kali,
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun
2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 15);".

. Angka 17, angka 20, angka 32, angka 33, angka 36, dan angka 44,

dihapus/ dihilangkan.

. Tambahkan :

a) Peraturan Pemecrintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);
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b) Peraturan Pemerintah  Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolnan  Barang Milik Negara/Daerah (lembaran Negara
Republik Indonesin  Tahun 2014  Nomor 92, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesin Nomor 5533) schagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun
2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6523);

c) Pecaturan Pemcerintah Nomor 5€¢ Tahun 2018 teniang Pinjaman
Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018
Nomor 248, Tambahan Lembaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor 6279);

d) Keputusan Rersama Menteri Dalara Negeri Nomor 119/2813/SJ

_ dan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang
Percepatan Penyelesaian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanganan Corona Virus
Disease 2019 (COVID-19) Serta Pengamanan Daya Beli
Masyarakat dan Perekonomian Nasional,

e) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor....Tahun......tentang
RPJMD;

f) Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor....Tahun...... tentang
APBD Tahun Anggzaran 2020;

3) Batang tubuh :

a. Setelah Pasal 3 tambahkan Pasal 4 baru yang mengatur tentang
Krteria Keadaan Darurat Dan Keperluan Mendesak sesuai
ketentuan Pasal 69 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun
2019 tentang Pengelolaan Keuangan Dacrah.

b. Pasal 4 diubah menjadi Pasal 3.

c. Pasal 5 diubah menjadi Pasal 6, angka 4, angka S serta angka 6
diubah, sehingga menjarli :

a) Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut
Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi,
Program dan Kegiatan;

b) Lampiran IV . Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untu
Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan
Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

¢) Lampiran VI - Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per
Golongan dan Per Jabatan;

Sesuai Pasal 5 Lampiran C.V Permendagri Nomor 13 Tahun 2006.
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d. Pasal 6 diubah menjadi Fasal 7 :
Pasal 7

Bupati menctapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai
landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun
Anggaran 2020.

4) Lampiran :

a. Lampiran | s.d Lampiran VIII, penulisan lampirrn pada pojok kanan
atas diubah menjadi :

LAMPIRAN ...

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MESUJI

NOMOR.....TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2020

b. Lampiran [ll, penulisan lampiran pada pojok kanan atas
dicantumkan hanya pada halaman pertama lampiran.

c. Lampiran VI, lampiran VIl dan lampiran VIII, judul lampiran agar
disesuaikan dengan koreksi Pasal 5 Raperda.

d. Lampiran VIII, format kolom agar disesuaikan dengan Lampiran C.V
Permendagri 13 Tahun 2006.

2. Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mesuji Tahun Anggaran 2020

a. Niktum Mengingat agar disesuaikan dengan korcksi pada Raperda.,
b. Batang tubuh :
1) Pasal 1 angka 3 diubah menjadi :
‘ 3. Pembiayaan
| a. Penerimaan
1) Senwula Rp.........

2) Bertambah/ (berkurang) Rp.........
Jumlah penciimaan setelah perubahan Rp

b. Pengeluaran

1) Semula Rp.........

{ 2) Bertambah/ (berkurang) Rp.........

| Jumlah pengeluaran setelah perubahan Rp......
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan Rp......

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp......
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2) Pasal 2 diubah menjadi :
Pasal 2

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut dalam
Lampiran |, Lampiran l.a dan Lampiran Il Peraturan Bupati ini.
c. Lampiran:

1) Lampiran | s.d Lampiran IV, penulisan lampiran pada pojok kanan
atas diubah menjadi :
LAMPIRAN...
PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR....... TAHUN 2020

TENTANG

PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN  PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2020
2) Lampiran | dan Lampiran l.a:
- Judul lumpiran diubah menjadi :
RINGKASAN PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAERAH, BELANJA DAERAH DAN PEMBIAYAAN
DAERAL
- Giakhir lampuan pada kolom dto Bupati, frase “BUPATI MESUJI”
cinkhiri dengan tanda baca koma (,), lampiran sclanjutnya agar
menyesuaikan.
3) Lampiran I, penulisan  lampiran pada pojok kanan atas
dicantumkan hanya pada halaman pertama lampiran.
4) Lampiran [V, pada judul lampiran sebelum frase “DAFTAR NAMA
CALON PENERIMA  BANTUAN SOSIAL" tambahkan frase
“PEMERINTAH KABUPATEN MESUJI™.

3. Dalam raagka menindaklanjuti  Surat  Menteri Dalam Negeri Nomor
440/2742/BAK/ tanggal 21 September 2020 perihal Pelaporan Data
Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Corona Virus Disease 2019 (Covid- .
19). Pemerintah Kabupaten Mesuji agar menganggarkan untuk peningkatan
Peraturan Kepala Daerah tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan
Hukum Protokol Keschatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Corona
Virns Disease 2019 (Covid-19) menjadi Peraturan Daerah.
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4. P'-‘“Eﬂnggnmn Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan pada Perubahan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 agar

memperhatikan Keputusan Gubernur Lampung Nomor:
G/359/V1.02/HK/2020 tanggal 10 Agustus 2020 tentang Hasil Evaluasi
Rancangan Peraturan Dacrah Kabupaten Mesuji tentang

Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2019 dan Rancangan Peraturan Bupati Mesuji
tentang  Penjabaran  Pertanggungjawaban  Pclaksanaan  Anggaran
Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

5. Penganggaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam Peraturan
Daerah Kabupaten Mesuji tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 dan Peraturan Bupati Mesuji tentang
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2020 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini,
berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

GUBERNUR LAMFPUNG,

W

ARINAL DJUNAIDI



